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 Non-Civil Servant (Non-ASN) personnel at the Fire and Rescue Agency face 

high occupational risks, necessitating legal protections that guarantee the 

fulfillment of labor rights, workplace safety, and social security. This study 

examines the implementation of legal protections for Non-ASN personnel at 

the Bengkulu City Fire and Rescue Agency in light of Law Number 13 of 2003 

concerning Manpower, as well as the obstacles encountered during 

implementation. The study aims to analyze the extent to which the legal 

protections provided to Non-ASN personnel align with applicable statutory 

regulations. An empirical legal research method was employed, utilizing 

descriptive and socio-legal approaches at the Bengkulu City Fire and Rescue 

Agency. Data were gathered through interviews, observations, 

documentation, and literature reviews, and subsequently analyzed 

qualitatively using data reduction, data presentation, and conclusion-

drawing techniques. The results indicate that legal protections for Non-ASN 

personnel have generally been implemented in accordance with Law Number 

13 of 2003 concerning Manpower. However, implementation remains 

suboptimal due to issues such as some personnel lacking BPJS Kesehatan 

(Healthcare and Social Security Agency) coverage, a lack of understanding 

regarding labor rights, and inconsistent compliance with the use of personal 

protective equipment while on duty. These findings highlight the need to 

strengthen policies by accelerating social security enrollment, raising 

awareness of labor rights, and implementing continuous guidance and 

oversight regarding occupational health and safety to ensure more effective 

legal protection for Non-ASN personnel. 
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 Abstrak 

Tenaga kerja Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) pada Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan menghadapi risiko kerja yang tinggi sehingga 

memerlukan perlindungan hukum yang menjamin pemenuhan hak ketenagakerjaan, 

keselamatan kerja, dan jaminan sosial. Permasalahan penelitian ini adalah 

bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Non ASN di 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu ditinjau berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta hambatan 

yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

kesesuaian pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Non ASN dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian menggunakan 

metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif dan socio-legal yang 

dilaksanakan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu. 

Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan, 

kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan 

hukum terhadap tenaga kerja Non ASN pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, 

implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat tenaga kerja 
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PENDAHULUAN 

Profesi pemadam kebakaran secara internasional dikategorikan sebagai salah satu jenis 

pekerjaan dengan tingkat risiko tertinggi (Lee et al., 2023; Marjerrison et al., 2022). International 

Agency for Research on Cancer (IARC), badan kanker Organisasi Kesehatan Dunia, pada tahun 

2022 mengubah klasifikasi paparan okupasional sebagai petugas pemadam kebakaran dari Grup 

2B (mungkin karsinogenik) menjadi Grup 1, yaitu karsinogenik terhadap manusia, dengan bukti 

yang memadai untuk mesotelioma dan kanker kandung kemih (Demers et al., 2022). Klasifikasi 

tersebut berlaku bagi seluruh kategori petugas pemadam kebakaran, baik laki-laki maupun 

perempuan, yang jumlahnya di seluruh dunia diperkirakan melampaui lima belas juta orang. 

Risiko tersebut tidak terbatas pada penyakit akibat kerja yang bersifat jangka panjang. 

National Fire Protection Association (2025) mencatat sekitar 53.575 kasus cedera petugas 

pemadam kebakaran di Amerika Serikat sepanjang tahun 2024, dan kurang lebih tiga puluh persen 

di antaranya terjadi pada saat operasi pemadaman di lokasi kejadian. Data tersebut 

memperlihatkan bahwa perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi petugas pemadam 

kebakaran merupakan isu global yang menuntut jaminan normatif yang tegas, bukan sekadar 

kebijakan administratif internal instansi (Teras et al., 2025). 

Pada tataran nasional, jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta perlakuan 

yang adil dalam hubungan kerja merupakan hak konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam 

Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Hak tersebut dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

khususnya Pasal 86 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh 

perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang 

sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama.  

Pada bidang jaminan sosial, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya sebagai 

peserta program jaminan sosial. Persoalannya, rangkaian norma tersebut tidak selalu 

terimplementasi secara penuh pada satuan kerja perangkat daerah yang mempekerjakan tenaga 

kerja berstatus Non Aparatur Sipil Negara (Adillah & Anik, 2015; Agus, 2014; Muhammad, et al., 

2024). Dalam literatur internasional, kondisi kerja yang ditandai ketidakpastian status, 

keterbatasan hak, dan lemahnya perlindungan sosial dikenal sebagai precarious employment dan 

terbukti berkorelasi dengan menurunnya kesejahteraan serta kesehatan pekerja (Jaydarifard et al., 

2023; Koseoglu, et al., 2022). Negara Kesatuan Republik Indonesia, orang harus bekerja untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan tersebut. Baik pekerjaan yang telah dijalankan secara mandiri 

maupun pekerjaan yang dikerjakan untuk orang lain.  Di sisi lain, setiap instansi baik negeri 

maupun swasta juga membutuhkan sumber daya manusia atau pegawai yang akan menunjang 

jalannya sistem pelayanan. 

yang belum memperoleh kepesertaan BPJS Kesehatan, rendahnya pemahaman 

mengenai hak-hak ketenagakerjaan, serta belum optimalnya kepatuhan penggunaan 

alat pelindung diri dalam pelaksanaan tugas. Temuan ini mengindikasikan perlunya 

penguatan kebijakan melalui percepatan kepesertaan jaminan sosial, peningkatan 

sosialisasi hak tenaga kerja, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 

keselamatan dan kesehatan kerja secara berkelanjutan guna mewujudkan 

perlindungan hukum yang lebih efektif bagi tenaga kerja Non ASN. 
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 Demikian juga halnya dengan Pemerintah. Pemerintah sangat membutuhkan sumber daya 

manusia atau disebut pegawai guna menunjang jalannya sistem pelayanan publik yang menjadi 

salah satu fungsi pemerintahan. Tenaga kerja yang bekerja di instansi pemerintah disebut 

dengan istilah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN terdiri dari Pegawai 

Negeri Sipil (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat 

kepegawaian dan mempunyai kontrak kerja dan tugas diberikan dalam jabatan tertentu yang 

ada di dalam instansi atau tugas yang diberikan oleh negara dan diupah sesuai dengan 

peraturan.perundang-undangan. 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan instansi pemerintahan yang 

mengemban misi dalam menjalankan tugas pemerintahan pada bidang kebakaran dan 

penyelamatan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat. Sedangkan Pemadam Kebakaran 

dan Penyelamatan yaitu petugas atau tim yang mempunyai tugas memadamkan api, 

melaksanakan penyelamatan, dan menangani suatu.bencana dan kejadian tak terduga lainnya 

yang dapat merugikan dan berbahaya bagi masyarakat. Meningkatnya jumlah kebakaran, 

bencana dan kejadian tak terduga lainnya yang berlangsung di Kota Bengkulu menjadikan tugas 

dari tim regu pemadam kebakaran dan penyelamatan sangat dibutuhkan.  

Secara umum, Pegawai Non ASN ialah pegawai yang tidak atau belum dinyatakan resmi 

menjadi pegawai tetap atau pegawai yang menerima honorarium bukan menerima gaji setiap 

bulannya. Istilah tenaga Non ASN lebih lanjut digunakan dalam Peraturan.Pemerintah (PP) 

Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Non ASN Menjadi Calon Pegawai Negeri 

Sipil, yang telah diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Non 

ASN Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. 

Pada prinsipnya pengangkatan pegawai Non ASN bertujuan untuk membantu kinerja 

Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Atas 

dasar tersebut tugas dari pegawai Non ASN tidak bisa diabaikan, khususnya di Dinas Pemadam 

Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bengkulu. Resiko bagi pegawai Non ASN yang bertugas 

di lapangan juga sama dengan pegawai lainnya. Masalah keselamatan adalah tanggung jawab 

fasilitas, staf, dan masyarakat. Keselamatan.kerja.merupakan masalah yang sangat penting 

untuk setiap orang, terutama untuk pihak yang berwenang. Dampak kesalahan dan kecelakan 

kerja bukan hanya mempengaruhi pegawai, tetapi juga departemen yang bertanggung jawab. 

Kedudukan hukum tenaga kerja Non ASN mengalami perubahan mendasar setelah 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada 31 

Oktober 2023, yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 sebagaimana dirujuk pada uraian di atas. Pasal 65 undang-undang tersebut melarang pejabat 

pembina kepegawaian maupun pejabat lain pada instansi pemerintah mengangkat pegawai non-

ASN untuk mengisi jabatan ASN, sedangkan Pasal 66 mewajibkan penataan pegawai non-ASN 

diselesaikan paling lambat Desember 2024. Selama proses penataan berlangsung, tenaga kerja 

Non ASN tetap bekerja dan tetap menanggung risiko pekerjaan, namun tidak sepenuhnya tercakup 

oleh rezim manajemen kepegawaian ASN. Kekosongan perlindungan inilah yang menempatkan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai rujukan utama 

perlindungan hukum bagi mereka, sebagaimana menjadi fokus penelitian ini (Nugroho et al., 

2025). 

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti persoalan yang berdekatan dengan kajian ini. 
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Panjaitan et al., (2022) meneliti perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran atas risiko 

dalam pelaksanaan tugas pada Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran Kota Medan, dan 

menemukan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana serta belum optimalnya kuantitas dan 

kualitas sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pelaksanaan tugas sekaligus dalam 

perlindungan petugas. Fahriza & Manurung, (2025) mengkaji perlindungan hukum bagi petugas 

pemadam kebakaran yang mengalami insiden kecelakaan kerja pada lingkungan Satuan Polisi 

Pamong Praja dan menekankan pentingnya sosialisasi prosedur jaminan kecelakaan kerja bagi 

peserta BPJS.  

Pada ranah keselamatan kerja, Arsad et al., (2021) menganalisis pemakaian alat pelindung 

diri petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Kolaka Utara, sedangkan Yuli, (2024) menemukan 

adanya hubungan antara pengetahuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta kepatuhan 

terhadap prosedur dengan risiko bahaya kerja pada petugas pemadam kebakaran di Kabupaten 

Purbalingga. Kajian yang lebih mutakhir memperkuat gambaran tersebut. Sinaga et al., (2026) 

menemukan bahwa perlindungan hukum bagi karyawan harian lepas pada Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan belum optimal karena kedudukan hukumnya tidak 

diatur secara tegas dalam sistem kepegawaian daerah; Putri, V. R. (2026) menyoroti pelaksanaan 

program jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja harian lepas; sedangkan Azmi, (2025) 

menyimpulkan bahwa efektivitas penggunaan alat pelindung diri pada petugas pemadam 

kebakaran tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan alat, melainkan juga oleh pelatihan, kesadaran 

individu, dan pengawasan institusi. 

Kajian-kajian tersebut memperlihatkan dua kecenderungan. Pertama, penelitian hukum yang 

telah ada pada umumnya menempatkan petugas pemadam kebakaran sebagai satu kategori tunggal 

tanpa membedakan status kepegawaiannya, sehingga persoalan spesifik yang dihadapi tenaga 

kerja Non ASN tidak terurai secara tersendiri. Kedua, penelitian di bidang keselamatan dan 

kesehatan kerja menyoroti perilaku penggunaan alat pelindung diri, tetapi belum menghubungkan 

temuan perilaku tersebut dengan kewajiban normatif pemberi kerja berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003. Pada titik inilah terletak kesenjangan penelitian (research gap) yang 

hendak diisi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan status Non ASN sebagai variabel 

pembeda dalam menilai pemenuhan hak ketenagakerjaan, serta pada pembacaan pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada instansi pemerintah daerah dalam konteks transisi 

kebijakan kepegawaian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Sepanjang 

penelusuran penulis, belum terdapat kajian dengan lokus Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan Kota Bengkulu yang memadukan kedua sudut pandang tersebut. 

Urgensi penelitian ini bersifat akademik sekaligus praktis. Secara akademik, penelitian ini 

diperlukan untuk menguji sejauh mana norma ketenagakerjaan yang bersifat umum mampu 

bekerja sebagai instrumen perlindungan bagi kelompok pekerja yang berada pada posisi hukum 

yang tidak sepenuhnya tegas, sehingga memberi kontribusi bagi diskursus perlindungan hukum 

pekerja pada sektor publik. Secara praktis, penelitian ini mendesak dilakukan karena tenaga kerja 

Non ASN pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menanggung risiko kerja yang 

setara dengan pegawai berstatus ASN, sementara jaminan sosial dan perlindungan keselamatan 

kerjanya belum tentu setara. Ketidaksetaraan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian yang 

tidak dapat dipulihkan apabila terjadi kecelakaan kerja, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah 

daerah untuk melakukan koreksi kebijakan. 
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Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua permasalahan 

pokok, yaitu: pertama, bagaimana perlindungan hukum tenaga kerja Non ASN di Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan Bengkulu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan; dan kedua, apa saja hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum 

tersebut. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pemenuhan 

hak tenaga kerja Non ASN dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Secara teoretis, penelitian ini 

diharapkan memperkaya kajian hukum ketenagakerjaan mengenai perlindungan pekerja berstatus 

Non ASN pada instansi pemerintah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bengkulu dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 

dalam memperbaiki tata kelola kepesertaan jaminan sosial, sosialisasi hak tenaga kerja, serta 

pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja. 

 

METODE 

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian 

hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam 

artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan 

dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian 

hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa 

penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang adadi dalam suatu masyarakat, badan hukum 

atau badan pemerintah.   

Dalam Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu pendekatan ini dilakukan dengan cara 

mengadakan penelitian di lapangan guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan 

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Non ASN di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan 

Bengkulu ditinjuai dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pada 

penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum socio-legal approach yaitu penulis 

melakukan pengkajian keterkaitan hukum dengan intraksi, perilaku atau sikap dari masyarakat 

terhadap hukum tertentu dan penulis langsung melakukan pendekatan pada suatu peristiwa hukum 

yang prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.  Jenis dan sumber data yaitu data 

primer dan sekunder. 

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, 

Provinsi Bengkulu. Lokasi tersebut dipilih secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa 

instansi ini merupakan penyelenggara urusan pemerintahan bidang kebakaran dan penyelamatan 

pada Pemerintah Kota Bengkulu dan mempekerjakan tenaga kerja Non ASN pada unit operasional 

lapangan yang berhadapan langsung dengan risiko kerja. Teknik Pengumpulan Data. Data primer 

dikumpulkan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara semi-terstruktur 

dengan para informan untuk menggali pemahaman mereka atas hak-hak ketenagakerjaan, 

kepesertaan jaminan sosial, dan praktik keselamatan kerja. Kedua, observasi non-partisipan 

terhadap ketersediaan dan penggunaan alat pelindung diri serta pelaksanaan prosedur keselamatan 

pada saat kegiatan operasional dan kesiapsiagaan. Ketiga, studi dokumentasi terhadap perjanjian 

kerja, dokumen kepegawaian, dan bukti kepesertaan jaminan sosial. Data sekunder diperoleh 

melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal yang 

relevan (Adiyanta, 2019). 
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Instrumen Penelitian. Instrumen yang digunakan meliputi pedoman wawancara yang disusun 

berdasarkan indikator hak tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, lembar 

observasi ketersediaan dan penggunaan alat pelindung diri, serta alat perekam dan catatan 

lapangan sebagai penunjang dokumentasi. Teknik Analisis Data. Data dianalisis secara kualitatif 

dengan model analisis interaktif yang meliputi tiga alur kegiatan yang berlangsung secara 

simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.  

Data hasil wawancara dan observasi terlebih dahulu direduksi dengan memilah informasi 

yang relevan dengan kedua rumusan masalah, kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif dan 

matriks kesesuaian antara norma dan praktik. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan penalaran 

induktif, yaitu menyimpulkan pola umum dari temuan-temuan lapangan, yang selanjutnya 

diperbandingkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya. Keabsahan data diuji melalui triangulasi 

sumber, yaitu membandingkan keterangan antarinforman, dan triangulasi teknik, yaitu 

membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan 

Bengkulu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan 

Non-ASN adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada individu atau pegawai yang 

bukan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN adalah sekelompok pegawai negeri yang 

diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tertentu. Mereka 

biasanya bekerja di instansi pemerintah atau lembaga publik dan memiliki hak dan kewajiban yang 

diatur oleh hukum yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang 

pengangkatan tenaga Non ASN menjadi calon pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 memberikan pengertian yang luas tentang 

pegawai non pegawai negeri sipil dengan sebutan tenaga Non ASN. Perlindungan hukum atas 

tindakan hukum pemerintah terhadap tenaga Non ASN dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu 

perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.  

Philipus M. Hadjon berpendapat perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu 

perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. 

1. Pada perlindungan preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan 

(inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 

defenitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif untuk mencegah terjadinya sengketa, 

sedangkan pada perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.  

2. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya terhadap tindakan pemerintah yang 

didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif 

pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan 

pada diskresi.  

 

Dalam konteks penelitian ini, kedua bentuk perlindungan tersebut memiliki wujud 

konkret yang dapat diuji secara empiris di lapangan, sehingga teori Hadjon tidak berhenti 

sebagai pengantar konseptual. Perlindungan preventif termanifestasi dalam kewajiban Dinas 

untuk menyusun perjanjian kerja yang jelas, mendaftarkan tenaga kerja Non ASN pada 
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program jaminan sosial, menyediakan alat pelindung diri yang layak, serta menyelenggarakan 

pelatihan dan pengawasan keselamatan kerja secara berkala; instrumen-instrumen inilah yang 

berfungsi mencegah timbulnya kerugian dan sengketa sebelum peristiwa terjadi (Kenita, et al., 

2025; Sani Pratiwi et al., 2024).  

Adapun perlindungan represif termanifestasi dalam tersedianya saluran pengaduan 

internal, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, serta pengawasan ketenagakerjaan oleh dinas yang 

membidangi urusan ketenagakerjaan. Temuan lapangan pada uraian berikut dibaca dengan 

menggunakan kerangka tersebut, sehingga penilaian kesesuaian tidak berhenti pada ada atau 

tidaknya norma, melainkan pada berfungsi atau tidaknya kedua instrumen tersebut (Hakim & 

Haryanto, 2023). 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hak-hak 

bagi pekerja adalah sebagai berikut :  

1. Hak mendapat upah atau gaji (Pasal 88 sampai dengan 97 Undang-undang No. 13 Tahun 2003; 

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahu 1981 tentang Perlindungan Upah) 

2. Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 4 Undang-undang 

No. 13 Tahun 2003)  

3. Hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya (Pasal 5 Undang-

undang No. 13 Tahun 2003)  

4. Hak atas pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh serta menambah keahlian dan 

keterampilan lagi (Pasal 9- 30 Undang-undang No. 13 Tahun 2003)  

5. Hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan serta perlakuan yang sesuai 

dengan martabat manusia dan moral agama (Pasal 3 Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang 

Jamsostek)  

6. Hak mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga Kerja (Pasal 104 Undang-undang 

No. 13 Tahun 2003) 

7. Hak atas istirahat tahunan, tiap-tiap kali setelah ia mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan 

berturut-turut pada satu majikan atau beberapa majikan dari satu organisasi majikan (Pasal 79 

Undang-undang No. 13 Tahun 2003)  

8. Hak atas upah penuh selama istirahat tahunan (Pasal 88-98 Undang-undang No. 13 Tahun 

2003) 

9. Hak atas suatu pembayaran tahunan, bila pada saat diputuskan hubungan kerja ia sudah 

mempunyai sedikitnya enam bulan terhitung dari saat ia berhak atas istirahat tahunan yang 

terakhir, yaitu dalam hal bila hubungna kerja diputuskan oleh majikan tanpa alsan-alasan 

mendesak yang diberikan oleh buruh, atau oleh buruh karena alasan-alasan mendesak yang 

diberikan oleh majikan (Pasal 150- 172 Undang-undang No. 13 Tahun 2003)  

10. Hak untuk melakukan perundangan atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

melalui bipartit, mediasi, kosiliasi, arbitrase dan penyelesaian melalui pengadilan (Pasal 6-115 

Undang-undang No. 2 Tahun 2004). 

 

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Non ASN di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan 

Bengkulu hampis sudah sepenuhnya diberikan (Octavian & Septiawan, 2022). 
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Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Dinas Pemadam 

Kebakaran Dan Penyelamatan Bengkulu 

Dalam perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Non ASN di Dinas Pemadam Kebakaran Dan 

Penyelamatan Kota Bengkulu tentunya menemukan kendala dalam pelaksanaannya. Adapun 

Kendalanya adalah sebagai berikut : 

Kurang Memahami Hak-Hak 

Tenaga kerja Non ASN di Dinas tersebut yang kurang memahami hak-hak perlindungan 

hukum yang seharusnya mereka peroleh. Ketidakpahaman ini dapat berdampak negatif terhadap 

upaya perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Non ASN, karena mereka mungkin tidak menyadari 

hak-hak mereka dalam hal upah, jaminan sosial, keselamatan kerja, atau hak-hak lainnya yang 

seharusnya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan (Kusumawati, 2024). 

 

Lamban dalam proses mendapatkan hak BPJS 

Proses administratif untuk mendaftar dan mengurus BPJS Kesehatan dapat menjadi rumit 

dan memakan waktu. Jika prosedur yang harus diikuti tidak jelas atau membutuhkan dokumen-

dokumen yang sulit diperoleh, tenaga kerja non-ASN mungkin mengalami kesulitan dalam 

melapor dan mendapatkan akses ke layanan BPJS Kesehatan (Gunn et al., 2025). Rendahnya 

kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) di kalangan tenaga kerja Non ASN di Dinas 

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bengkulu dalam upaya menghindari risiko kecelakaan 

dalam bekerja. Sebagai tanggung jawab dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota 

Bengkulu, mereka harus memastikan bahwa semua tenaga kerja, termasuk non ASN, memiliki 

pemahaman yang memadai tentang pentingnya menggunakan alat-alat pengaman dalam 

melaksanakan tugas mereka. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan yang tepat tentang 

keselamatan kerja, penekanan pada praktik penggunaan alat-alat pengaman, dan pengawasan yang 

memadai (Papadakis et al., 2024; Roissyah et al., 2024). 

Ketiga hambatan tersebut sesungguhnya saling berkaitan dan bersumber pada akar yang 

sama, yaitu belum berjalannya fungsi perlindungan preventif dalam pengelolaan ketenagakerjaan 

pada instansi. Rendahnya pemahaman atas hak merupakan konsekuensi dari tidak berjalannya 

sosialisasi secara terprogram; keterlambatan kepesertaan BPJS merupakan konsekuensi dari 

prosedur administratif yang belum disederhanakan dan belum diawasi tenggat penyelesaiannya; 

sedangkan rendahnya kepatuhan penggunaan alat pelindung diri merupakan konsekuensi dari 

belum adanya pelatihan dan pengawasan keselamatan kerja yang berkala (Smith et al., 2023). 

Temuan ini sejalan dengan Arsad et al., (2021); Yuli, (2024) yang menunjukkan bahwa tingkat 

pengetahuan dan intensitas pembinaan berpengaruh terhadap kepatuhan penggunaan alat 

pelindung diri pada petugas pemadam kebakaran. Oleh karena itu, penggunaan istilah yang 

bernuansa menyalahkan pekerja perlu dihindari, dan persoalan ini lebih tepat dibaca sebagai 

rendahnya kepatuhan yang dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, kenyamanan alat, serta lemahnya 

pengawasan (Smith et al., 2024). 

 Berdasarkan pembacaan tersebut, solusi yang diperlukan bukanlah pengenaan sanksi 

terhadap pekerja, melainkan penguatan tanggung jawab pemberi kerja pada tiga aspek. Pertama, 

percepatan kepesertaan jaminan sosial melalui penetapan tenggat waktu pendaftaran dan 

penunjukan petugas penghubung yang menangani administrasi BPJS secara kolektif, sehingga 

beban prosedural tidak dibebankan kepada masing-masing tenaga kerja. Kedua, penyelenggaraan 

sosialisasi hak-hak ketenagakerjaan secara terjadwal dan terdokumentasi, disertai penyampaian 
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salinan perjanjian kerja kepada setiap tenaga kerja Non ASN sebagai dasar mengetahui hak dan 

kewajibannya. Ketiga, penyelenggaraan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja secara berkala 

yang disertai pengawasan penggunaan alat pelindung diri pada setiap kegiatan operasional, 

sebagaimana dituntut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Non ASN di 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu pada prinsipnya telah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Meskipun demikian, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat tenaga 

kerja yang belum memperoleh kepesertaan BPJS Kesehatan, terbatasnya pemahaman mengenai 

hak-hak ketenagakerjaan, serta belum optimalnya kepatuhan penggunaan alat pelindung diri dalam 

pelaksanaan tugas.  

Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh 

keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaannya di tingkat instansi. 

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran 

dan Penyelamatan perlu mempercepat kepesertaan BPJS bagi seluruh tenaga kerja Non ASN, 

meningkatkan sosialisasi hak-hak ketenagakerjaan, serta pengawasan keselamatan dan kesehatan 

kerja secara berkala agar perlindungan hukum dan keselamatan kerja dapat terlaksana secara lebih 

efektif dan berkelanjutan. 
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